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BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : \9.8/KPTS/ v| /2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/KONSTRUKSI/JASA KONSULTASI
DAN JASA LAINNYA DI LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2b) huruf b Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang
- Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa
dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan
untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2)
huruf g dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai
PPK, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa
Konsultasi dan Jasa Lainnya Di Lingkup Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan
Barang/Konstruksi/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Di
Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

—~ Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

S. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; :




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

8.

10.

11.

12.

13.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si, NIP.
19660420 199203 1 009, Pangkat Pembina Utama Muda,
Gol Ruang IV/c scbagai Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Konsultasi
dan Jasa Lainnya Di Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2015.

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pejabat Pembuat
Komitmen  sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TANDA TANGAN PARAF

%’Z /-

KEEMPAT

K%ltusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

PEJABAT PI}RAF pada tanggal: 22 Juay 2015

Sekretaris Daerah

BUPATI HALMAHERA/BARAT,

Ass.Bid.Eko.Pemb. & Kesra

Kepala BPKAD

Kabag. Hukum & Orgs.
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NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.



